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ABSTRACT
The existence of non-voters in the election to get the pros and cons in the community. 
Most people support but some of the group refused. In this study discussed the How arethe 
implications ofabstentions in the democracy development in Indonesia? How is the human 
rights protection of the non-voters? This research is a normative legal materials sourced from 
primary and secondary legal materials. Legal materials collected qualitatively processed. 
Legal materials processing results are presented in descriptive analysis.
Abstentions implications in the development of democracy in Indonesia is a hallmark 
of democracy itself that is the freedom to argue. Not voting is a choice that must be respected 
in a democracy in Indonesia. Protection of human rights of non-voters must be done by the 
state, the law and every person as the option to be non-voters are part of the political rights 
of the born first-generation rights. Rights in the first generation is not ruled out. Society 
needs to see that non-voters is an option that must be respected in democratic life. Option to 
not choose (non-voters) should be defined as a human right in the legislation in Indonesia.
Keywords: non-voters, human rights and democracy.
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I. PENDAHULUAN
1. LatarBelakang
Pemlhan umum merupakan salah satu 
dar cr-cr negara hukum yang demokrats. 
Pemlhan umum menjad sarana untuk 
mewujudkan pemerntahan dar rakyat, oleh 
rakyat dan untuk rakyat yang menjad nt 
dar demokras. Menurut Jmly Ashddqe, 
konsep demokras dpraktkkan d seluruh 
duna secara berbeda-beda dar satu negara 
ke negara lan. Setap negara dan bahkan 
setiap orang menerapkan definisi dan 
krteranya sendr-sendr mengena deokras 
tu.2  Pemlhan umum secara demokrats d 
Indonesa dwujudkan dengan kesempatan 
bag seluruh warga negara yang memenuh 
syarat untuk memlh wakl-waklnya d 
badan legslatf maupun memlh dar 
presden dan wakl presden hngga kepala 
daerah. Selan tu, apabla telah memenuh 
syarat maka warga negara juga memlk 
kesempatan yang sama untuk dplh guna 
menjad anggota legslatf atau menduduk 
kurs eksekutf.
2 Jmly Ashddqe, 2010, Konstitusi & Konstitusionalisme 
Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h. 116.
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Memlh dan dplh adalah hak 
dar setap warga negara. Hak n bahkan 
dnyatakan sebaga hak asas sebagamana 
yang tercantuk dalam Pasal 43 Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asas Manusa menyatakan:
(1) Setap warga negara berhak untuk 
dplh dan memlh dalam pemlhan 
umum berdasarkan persamaan hak 
melalu pemungutan suara yang 
langsung, umum, bebas, rahasa, jujur 
dan adl sesua dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.
(2) Setap warga negara berhak turut serta 
dalam pemerntahan dengan langsung 
atau dengan perantaraan wakl yang 
dplhnya dengan bebas, menurut 
cara yang dtentukan dalam peraturan 
perundang-undangan.
(3) Setap warga negara dapat dangkat 
dalam setap jabatan pemerntahan.
Dalam pelaksanaan pemlu d 
Indonesa, masyarakat dhadapkan dengan 
fenomena golput atau golongan puth. 
Golongan n adalah kelompok masyarakat 
yang tdak memlh.3  Keberadaan golput 
dalam pesta demokras n dpandang 
secara pro dan kontra. Sebagan masyarakat 
menyetuju dengan berbaga alasan namun 
sebagan  masyarakat menolak golput. Skap 
ekstrm terhadap penolakan golput dtanda 
dengan Fatwa Majels Ulama Indonesa 
(MUI) yang menyatakan golput haram. Stus 
MUI menerangkan bahwa fatwa dkeluarkan 
setelah melalu perbncangan hampr 
sehar penuh dalam rapat Koms Masal 
Asasyah Wathanyah (Masalah Strategs 
Kebangsaan). Lalu, dkerucutkan dalam 
Tm Perumus dan dajukan ke sdang pleno 
Ijtma Ulama. Haslnya, MUI menyatakan 
memlh pemmpn yang tdak memenuh 
syarat-syarat sebagamana dsebutkan dalam 
butr 1 (satu) atau tdak memlh sama sekal 
padahal ada calon yang memenuh syarat 
hukumnya adalah haram. 
Fatwa tersebut mendapat tentangan 
dar berbaga elemen masyarakat. Hal 
n dsebabkan karena adanya pandangan 
masyarakat bahwa tdak memlh adalah 
hak asas manusa ang wajb dlndung 
dan dhormat oleh sapa  pun. Sehngga 
penolakan terhadap golput dpandang sebaga 
3 Pengamat poltk Centre for Electoral Reform 
(Cetro), Refli Harun, mengatakan ada tiga faktor yang 
menyebabkan penduduk Jakarta tdak tahu atau belum 
memutuskan plhannya untuk memlh Gubernur 
DKI Jakarta. “Penyebabnya bsa karena kesadaran 
poltk yang membuat drnya enggan memlh, karena 
kesalahan tekns, atau karena masyarakat yang sudah 
apats.
 Penyebab pertama, a menjelaskan, adalah karena 
banyak masyarakat yang menggunakan kata hatnya 
untuk menla vs dan ms seorang calon gubernur. 
Refli mengatakan, saat kata hati masyarakat itu 
menyebutkan tdak ada calon gubernur yang cukup 
bak, maka saat tu juga masyarakat tdak menggunakan 
hak plhnya.
 Untuk penyebab kedua, kata Refli, adalah karena 
kesalahan tekns dalam pencatatan daftar pemlh tetap. 
Ia menjelaskan, banyak masyarakat yang sebenarnya 
memlk kartu tanda penduduk Jakarta namun tdak 
memlk hak plh karena tdak tercatat sebaga DPT. 
Kemungknan karena masyarakat tu sendr yang 
sengaja tdak mendaftarkan drnya kembal atau 
karena da memang tdak tahu bahwa drnya tdak 
tercatat sebaga DPT.
 “Dan bisa juga sebaliknya,” kata Rafli. Bisa saja ada 
masyarakat yang tercatat memlk KTP ganda dan 
menyebabkan drnya termasuk DPT ganda. Namun 
saat pencoblosan, masyarakat tu hanya mencoblos 
satu kal. Sehngga seolah-olah ada DPT lan yang 
tdak mencoblos, padahal tdak ada.
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pelanggaran hak asas manusa. Oleh karena 
tu sangat menark untuk menelt mengena 
PERLINDUNGAN GOLPUT DALAM 
PERSPEKTIF HAM.
2. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam peneltan n 
melput:
a. Bagamanakah mplkas golput 
dalam pembangunan demokras d 
Indonesa?
b. Bagamanakah perlndungan HAM 
terhadap golput?
3. Tujuan Penelitian
Tujuan peneltan dalam tulsan n 
terbag menjad tujuan umum dan tujuan 
khusus. 
a. Tujuan Umum
Tujuan umum dalam peneltan n 
adalah untuk mengetahu perlndungan 
terhadap golput dalam perspektf hak asas 
manusa.
b. Tujan khusus
Tujuan khusus dalam peneltan n 
adalah:
1) Untuk mengetahu mplkas golput 
dalam pembangunan demokras d 
Indonesa.
2) Untuk mengetahu perlndungan HAM 
terhadap golput.
II. METODE PENELITIAN
Jens peneltan dalam peneltan 
perlndungan terhadap golput dalam 
perspektf hak asas manusa adalah 
peneltan yurds normatf. Peneltan 
yurds normatf n mengkaj apakah golput 
dperbolehkan atau tdak dalam kehdupan 
berdemokras d Indonesa. Bahan hukum 
bersumber dar bahan hukum prmer yakn 
peraturan perundang-undangan yang terkat 
dan buku-buku yang berkorelas dengan 
pembahasan dalam tulsan n. Bahan hukum 
dkumpulkan dengan sstem kartu. Setelah 
terkumpul, bahan hukum tersebut dolah 
secara kualtatf dmana hasl pengolahan 
tersebut dsajkan secara desktptf analss.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1.  Implikasi Golput Dalam 
Pembangunan Demokrasi di 
Indonesia
Indonesa adalah salah satu negara d 
duna yang menyelenggarakan pemerntahan 
dengan sstem demokras. Demos berart 
“rakyat” dan craten berart “kekuasaan”, 
dengan demkan kekuasaan berada d 
 Sedangkan penyebab ketga, menurut da, adalah 
karena sikap apatis masyarakat. Refli mengatakan 
fenomoena tersebut memang banyak terjad d tengah 
masyarakat d negara berkembang. Karena banyak 
masyarakat yang berpkr da memlh atau tdak, tdak 
ada perbedaan yang akan a rasakan. Masyarakat tu 
berpkr sapa pun gubernurnya, mereka tetap bekerja 
dan mendapatkan gaj sepert basa.
 Ketga penyebab tersebut menurutnya masng-
masng memlk propors yang sama terhadap 
 Lebih lanjut baca Rafika Aulia, 2012, “3 Penyebab 
Kemungknan Pemlh Golput”, Seral Onlne 2012, 
(Cted 2013 May. 2), avalable from: http://www.
tempo.co/read/news/2012/07/08/228415500/3-
Penyebab-Kemungkinan-Pemilih-Golput
kemungknan penyebab terjadnya golongongan 
puth atau orang-orang yang tdak menggunakan 
hak plhnya. Menurutnya, ketga penyebab tersebut 
akan menyumbang masng-masng 10 persen pemlh 
golput.
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tangan rakyat, dalam art kekuasaan untuk, 
oleh dan dar rakyat banyak.4  Demokras d 
Indonesa bertumpu pada dasar fundamental 
negara yaitu Pancasila. Inu Kencana Syafiie 
dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Poltk” 
menyatakan Demokras lebh dharapkan 
agar terjad kebebasan berkarya, kebebasan 
menamplkan kebolehan dan penemuan 
lmah, kebebasan pers, kebebasan 
berpendapat yang pada glrannya cenderung 
melupakan dan mengabakan pertmbangan 
moral.5 
Hukum selalu sarat dengan nla-nla 
tertentu. Apabla memula berbcara tentang 
nla-nla, maka telah masuk pula kegatan 
menla dan memlh.6 Berpegang pada 
pendapat tersebut maka demokras dharapkan 
selalu bertumpu pada pertmbangan moral.
Penyelenggaran pemlu merupakan 
salah satu wujud demokras. Penyaluran 
kedaulatan rakyat secara langsung (direct 
democracy) dlakukan dengan pemhan 
umum, pemlhan presden dan pelaksaan 
referendum untuk menyatakan persetujuan 
atau penolakan terhadap rencana perubahan 
atas pasal-pasal tertentu dalam Undang-
undang Dasar. D sampng tu, kedaulatan 
rakyat dapat pula dsalurkan setap waktu 
melalu pelaksanaan hak atas kebebasan 
berpendapat, hak atas kebebasan pers, 
hak atas kebebasan nformas, hak atas 
kebebasan berorgansas dan berserkat seta 
hak-hak asas lannya yang djamn dalam 
Undang-undang Dasar.7  Demokras akan 
selalu berkatan dengan hak asas manusa 
karena dua cr dar negara demokras adalah 
partspas rakyat dalam pemerntahan yang 
dwujudkan melalu pemlu dan pengakua 
terhadap hak asas manusa. 
Prnsp dasar negara demokras 
selalu menuntut dan mengharuskan adanya 
pemencaran kekuasaan, agar kekuasaan tak 
terpusat d satu tangan. Kekuasaan yang 
berpusat d satu tangan bertentangan dengan 
prnsp demokras karena a membuka 
peluang terjadnya kesewenang-wenangan 
dan korups. Dall umum yang terkenal 
tentang n adaah pernyataan Lord Acton 
bahwa “power tends to corrupt and absolute 
power corrupts absolutely” (kekuasaan tu 
cendrung korup dan kekuasaan absolut-
terpusat-korup secara absolut).8  Untuk 
mencegah pemusatan kekuasaan tersebut 
maka rakyat dharapkan berpartspas penuh 
dalam pemerntahan bak sebaga orang-
orang yang duduk d pemerntahan maupun 
orang-orang yang menentukan orang yang 
pantas duduk d pemerntahan khususnya 
pada cabang kekuasaan eksekutf dan pada 
cabang kekuasaan legslatf.
Penyelenggaraan pemlu tdak lepas 
dar berbaga fenomena dan permasalahan 
yang mengkutnya, salah satunya adalah 
golput. Golput bsa terjad bak secara 
dsengaja maupun tdak dsengaja oleh 
pemlh. Golput yang dlakukan dengan 
sengaja adalah ketka pemlh dengan 
4 Inu Kencana Syafiie, 2000, Ilmu Politik, Rneka Cpta, 
Jakarta, h. 136.
5 Ibid.
6 Satjpto Rahardho, 2011, Penegakan Hukum Suatu 
Tinjauan Sosiologis, Genta Publshng, Jakarta, h. 
137.
7 Jmly Ashddqe, op.cit., h. 59.
8 Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum 
Menegakkan Konstitusi, RajaGrafido Persada, Jakarta,. 
h. 215.
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sengaja tdak memlh dengan berbaga 
alasan. Golput yang dlakukan secara tdak 
sengaja adalah ketka pemlh yang berhak 
memlh tdak terdaftar dalam daftar pemlh 
tetap. Hal n dsebabkan karena kacaunya 
adamnstras kependudukan. 
Golput bag sebagan orang dpandang 
sebaga cara untuk merusak tatanan 
pembangunan demokras. Dengan tdak 
memlh maka partspas rakyat dalam 
pemerntahan sebagamana esens dasar dar 
demokras tdak terlaksana secara optmal. 
Namun hal tersebut tdak selamanya benar. 
Tdak memlh adalah sebuah plhan. Plhan 
adalah bentuk dar pernyataan pendapat yang 
menjad hak asas sebagamana datur dalam 
perundang-undangan d Indonesa. Bahkan 
kebebasan berpendapat telah daku secara 
nternasonal sebaga mplkas dar negara 
demokrasi. Oleh sebab itu justifikasi negatif 
atas golput merupakan pelanggaran terhadap 
hak asas manusa.
Pro dan kontra tentang golput 
merupakan hal yang wajar sepanjang tdak 
menmbulkan hal-hal yang anarks. Hal n 
dpaham karena setap elemen masyarakat 
memberkan sumbangan dsntegras dan 
perubahan dan setap masyarakat berdasarkan 
pada paksaan yang dlakukan oleh suatu 
kelompok masyarakat kepada kelompok 
masyarakat lan.9 
Perlakuan non dskrmnatf terhadap 
golput merupakan upaya dalam mewujudkan 
keadlan. Kadlan adalah tujuan akhr dar 
sebuah sstem hukum, yang terkat erat 
dengan fungs stem hukum sebagau sarana 
untuk mendstrbuskan dan memlhara 
suatu alokas nla-nla dalam masyarakat, 
yang dtanamkan dengan suatu pandangan 
kebenaran, secara uum merujuk pada 
keadlan.10 
2. Perlindungan HAM Terhadap 
Golput
Pada era keterbukaan sekarang n 
su HAM serng djadkan sebaga alasan 
untuk menekan suatu negara bahkan 
menguclkannya dar hubungan dengan 
negara-negara lan. Oleh karenanya 
penndasan HAM dsuatu daerah tertentu d 
wlayah suatu negara akan menjad bahan 
pembcaraan nternasonal bahkan untuk 
menetukan keputusan poltk tertentu. 
Indonesa sebaga negara hukum juga telah 
mencantumkan penghargaan terhadap hak-
hak asas tersebut sejak ddrkannya negara 
n.11 
Dskursus mengena hak asas 
manusa adalah bagan pentng dar negara 
hukum dengan sstem pemerntahan yang 
demokrats. Menurut Kartasaputra hak-
hak asas/ hak-hak dasar adalah hak yang 
pokok atau dasar yang dmlk manusa 
sebaga pembawaan sejak kelahrannya yang 
sangat berkatan dengan martabat manusa 
tersebut.12  Perlndungan terhadap hak asas 
manusa bukan hanya menjad wacana dalam 
9 Astw, 2007, Sosiologi, Snar Mandr, Klaten, h. 4.
10 Mucshn, 2004, Ikhtisar Materi Pokok Filsafat Hukum, 
STIH IBLAM, Jakarta, h. 83.
11 Endang Zaelan Sukaya et.al., 2002, Pendidikan 
Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi, 
Paradgma, Yogyakarta, h. 77.
12 Kartasaputra, 1987, Sistematika Hukum Tata Negara 
cetakan pertama, Bna Aksara, Jakarta, h. 246.
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tataran hukum nasonal melankan wacana 
dalam tataran hukum nternasonal. Secara 
teorets, hak asas manusa dbag dalam dua 
jens yakn:
a. Hak asas ndvdual yatu hak atas 
hdup dan perkembangan hdup sepert 
hak atas kebebasan batn, hak atas nama 
bak, hak atas kebebasan beragama dan 
sebaganya. Hak-hak dasar n dsusun 
terutama dem perlndungan prbad 
manusa terhadap kekuasaan negara.
b. Hak asas sebaga makhluksosal yang 
dbag dalam hak-hak ekonoms, socal 
dan kultural.13 
Hak asas dalam menentukan plhan 
pada pemlhan umum merupakan hak 
asas ndvdual. Plhan sebaga golput 
merupakan hak asas poltk yang muncul 
sebaga HAM dalam generas pertama.
Generas pertama, yakn perjuangan terhadap 
HAM spl dan poltk (civil and political 
rights). Perjuangan n bermula pada abad 
ke-17 melalu teor-teor reforms yang 
dkonstrukskan oleh kaum lberals d Eropa 
Barat. Konsep generas pertama merupakan 
de yang lahr dar harapan akan kebebasan 
dan perlndungan terhadap penyalahgunaan 
otortas poltk bak terhadap ndvdu 
maupun dalam suatu komuntas. Hal nlah 
yang menjad substans pokok dalam 
konsttus d hampr semua negara d duna 
dan dadops oleh mayortas kovenan dan 
deklaras nternasonal sejak perang duna 
II.
Generas pertama n lebh 
menempatkan hak asas manusa dalam 
termnolog negatf (freedoms from) 
darpada sesuatu yang postf (rights to). 
Pemkran mengena konseps hak asas 
manusa yang sejak lama berkembang 
dalam wacana para lmuwan sejak era 
enlghtenment d Eropa menngkat menjad 
dokumen-dokumen hukum nternasonal 
yang resm. Puncak perkembangan generas 
pertama hak asas manusa n adalah pada 
perstwa penandatanganan naskah Unversal 
Declaration of Human Rights  Perserkatan 
Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah 
sebelumnya de-de perlndungan hak 
asas manusa tu tercantum dalam naskah-
naskah bersejarah d beberapa negara, 
sepert d Inggrs dengan Magna Charta dan 
Bll of Rghts, d Amerka Serkat dengan 
Declaration of Indepen¬dence, dan di 
Perancis dengan Decla¬ration of Rights of 
Man and of the Citizens. 
Dalam konseps generas pertama 
n elemen dasar dar hak asas manusa 
mencakup soal prnsp ntegrtas manusa, 
kebutuhan dasar manusa dan prnsp 
kebebasan spl dan poltk. HAM generas 
pertama n merupakan fundamental or 
basic right to life, liberty, personal security 
and phisical integrity yang secara resm 
dkukuhkan dalam Internatonal Covenant 
on Civil and Political Rights. Dlhat dar 
tnjauan hstors dan teorets maka golput 
sebaga bagan dar hak poltk tdak dapat 
dkesampngkan. Artnya hak asas n harus 
dupayakan untuk dpenuh oleh negara. 
13 Abdul Ghofur Anshor, 2009, Flsafat Hukum, Gadjah 
Mada Unversty Press, Yogyakarta, h. 112.
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Pemenuhan HAM d Indonesa 
dlakukan berdasarkan Undang-undang 
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asas 
Manusa yang merupakan penjabaran lebh 
lanjut dar nla-nla Pancasla. Pancasla 
sebaga dasar negara mengandung pemkran 
bahwa manusa dcptakan oleh Tuhan 
Yang Maha Esa dengan menyandang dua 
aspek yakn, aspek ndvdualtas (prbad) 
dan aspek sosaltas (bermasyarakat). 
Oleh karena tu, kebebasan setap orang 
dbatas oleh hak asas orang lan. In berart 
bahwa setap orang mengemban kewajban 
mengaku dan menghormat hak asas orang 
lan. Kewajban n juga berlaku bag setap 
organsas pada tataran manapun, terutama 
negara dan pemerntah. Dengan demkan, 
negara dan pemerntah bertanggung jawab 
untuk menghormat, melndung, membela, 
dan menjamn hak asas manusa setap 
warga negara dan penduduknya tanpa 
dskrmnas.
Pelndungan terhadap hak asas bag 
masyarakat yang memlh goput mutlak 
harus dlakukan ketka hdup d alam 
demokras.Masyarakat sebaga kebersamaan 
tu dbangun d atas bass kepercayaandan 
salng membutuhkan. Dalam pada tu, 
hukum (modern) dbangn d atas massa 
perundang-undangan prosedur, brokras dan 
sstem.  Untuk mencptakan ketertban dalam 
masyarakat, maka golput harus dhormat 
sebaga plhan dan masyarakat harus 
menghormat plhan tersebut meskpun 
mereka kurang sependapat atas pandangan 
tersebut.
IV. PENUTUP
1. Simpulan
Berdasarkan uraan tentang kajan 
perlndungan golput dalam perspektf hak 
asas manusa maka dapat dsmpulkan hal-
hal sebaga berkut:
a. Implkas golput dalam pembangunan 
demokras d Indonesa merupakan 
cr dar demokras tu sendr yakn 
kebebasan untuk berpendapat. Tdak 
memlh dalam pemlu adalah sebuah 
phan yang harus dhormat dalam 
kehdupan demokras  d Indonesa.
b. Perlndungan HAM terhadap golput 
wajb dlakukan oleh negara, hukum 
dan setap orang karena plhan untuk 
menjad golput merupakan bagan dar 
hak asas poltk yang terlahr dar 
generas hak asas pertama. Hak asas 
pada generas pertama n adalah tdak 
dapat dkesampngkan.
2. Saran
Terkat dengan pembahasan yang 
telah durakan sebelumnya maka dapat 
dsarankan beberapa rekomendas yakn:
a. Masyarakat perlu memandang bahwa 
golput merupakan suatu plhan yang 
wajb dhormat dalam kehdupan 
berdemokras.
b. Plhan untuk tdak memlh (golput) 
sebaknya dtegaskan sebaga hak asas 
manusa dalam peraturan perundang-
undangan d Indonesa. 
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